
SA LINAN 

BUPATIPASANGKAYU 
PROVINS! SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 
NOMOR 21  TAHUN 2024 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASANGKAYU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu 

menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2024 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 



Menetapkan 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu 

Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024 diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah , sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Pasangkayu Bupati adalah 
Pasangkayu; 

3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pasangkayu; 

Dae rah 
Bupati 



5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Pasangkayu; 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya 
disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten Pasangkayu; 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Pasangkayu; 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 sebagai 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai 
pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada 
tanggal 31  Desember 2024; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pasangkayu Tahun 2021-2026; 

10 .  Rencana Kerja Pemerintah yang selanjunya disingkat 
RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; 

1 1 .  Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Rencana Kerja 
dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten 
Pasangkayu Tahun 2024; 

12. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang 
selanjutnya disingkat KUA-P adalah Kebijakan 
Umum Anggaran Perubahan Kabupaten Pasangkayu 

Tahun 2024; 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang 
selanjutnya disingkat PPA-P adalah Prioritas dan 
Plafon Anggaran Perubahan Kabupaten Pasangkayu 

Tahun 2024; 

14 . Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat 
RAPBD-P adalah Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten 
Pasangkayu Tahun 2024. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 



Pasal 2 

(1 )  RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari 

RPJPD Tahap Keempat Tahun 2021-2026 dan 

mengacu pada RKP Tahun 2024. 

(2) Uraian perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan 

kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

(4) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai: 

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun Perubahan Rancangan KUA dan 

Perubahan PPAS Tahun 2024; 

b. pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan 

rancangan akhir RKA-PD Tahun 2024; dan 

c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun perubahan RAPBD Tahun 2024. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu. 

memerintahkan 

penempatannya 

Ditetapkan di Pasangkayu 
pada tanggal 12 September 2024 

BUPATI PASANGKAYU, 

Ttd. 

YAUMIL AMBO DJIWA 

ya 


